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Abstrak
Sebagai salah satu surat kabar terbesar di Indonesia, Jawa Pos telah menorehkan sejarah 
panjang dalam perjalanan bisnis media cetak hingga saat ini. Jawa Pos berpusat di Surabaya 
dengan oplah terbesar di Jawa Timur sebesar 559.000 secara Nasional. Jawa Pos adalah 
koran dengan jaringan terbesar di Indonesia yang memiliki kurang lebih 210 Media Grup, 
baik media cetak, maupun stasiun televisi lokal yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Area 
edar Jawa Pos sendiri meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, Bali, dan DKI Jakarta. 
Menurut data survey Nielsen, saat ini Jawa Pos merupakan koran dengan pembaca terbanyak 
di Indonesia, survey yang diselenggarakan di sebelas kota tersebut menempatkan Jawa Pos 
sebagai peringkat pertama Top Daily Newspaper dengan tingkat keterbacaan mencapai 
942.000 (Q2 2018).  Akan tetapi, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, 
eksistensi Jawa Pos yang hingga awal 2000-an  mengalami masa keemasan semakin terancam, 
menghadapi tantangan yang muncul dari beberapa media baru, kekuatan Jawa Pos seakan-
akan  tergerus oleh agresivitas saluran media baru yang terus tumbuh dan berkembang di 
tengah gencarnya persaingan industri bisnis media di Indonesia. Oleh karenanya, Jawa Pos 
perlu menjalankan beberapa strategi  dalam upaya menghadapi persaingan industri media di 
era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif; yaitu proses 
penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan penggambaran 
holistik atas permasalahan yang dihadapi melalui studi literatur dari beberapa sumber ilmiah 
lainnya. Penelitian ini berusaha untuk mengelaborasi beberapa strategi komunikasi perusahaan 
media, khususnya yang terjadi di Jawa Pos sebagai bagian dari respon terhadap kerasnya 
persaingan ekonomi bisnis media di era digital.
Kata kunci: Strategi Komunikasi, Bisnis Media, Jawa Pos, Era Industri 4.0
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PENDAHULUAN
 Industri bisnis media menjalankan paradigma yang berbeda-beda sesuai dengan 
perkembangan waktunya. Di era digital, kita memasuki era konvergensi media, di mana 
dalam dunia konvergensi ini, segala sesuatu dapat terekam dalam rantai media baru yang 
dapat saling terhubung satu sama lain. Berbagai macam pilihan medium ini, membuat media 
massa hari ini dapat berbicara dengan berbagai macam cara yang berbeda. Meskipun muatan 
konten nya sama, suatu media massa dapat melakukan pendekatan yang berbeda-beda dalam 
setiap platform yang digunakannya. Sirkulasi konten media melalui platform yang berbeda, 
menantang konsumen informasi untuk mencari informasi baru dan menghubungkan konten-
konten yang disajikan melalui berbagai macam platform ini (Jenkins, 2006). Sekarang kita 
menyadari bahwa new media, bukan hanya instrumen teknis untuk menciptakan ilusi, namun 
new media juga sebuah bahasa baru yang memiliki kekuatan ekspresi yang unik (Marshall 
McLuhan, 1960). 
 Adanya perubahan lansekap media ini membuat para pemilik media (media mogul) 
mencari cara untuk mempertahankan audiensnya. Media Massa di Indonesia, pada hari ini 
dikuasai oleh segelintir orang yang juga merupakan representasi dari suatu kelompok tertentu. 
Kepemilikan media massa di Indonesia juga hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sehingga, 
medan media massa di Indonesia tidak bisa lepas dari jerat konglomerasi media. Di Indonesia, 
terdapat  12  grup  media  yang  menguasai  media  massa  di  Indonesia  (Lim, 2013). Setiap 
grup memiliki lebih dari dua platform media, dan memiliki banyak media company. Hal ini 
tentu sangat sedikit, jika dibandingkan dengan total seluruh penduduk Indonesia dan luas 
wilayah geografis di Indonesia. Berikut adalah tabel kepemilikan media di Indonesia. 
Tabel 1
 Konglomerasi Media di Indonesia (halaman selanjutnya, sebelah kanan)
 Dari penjabaran tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa dari 12 grup yang memiliki 
media massa di Indonesia, hampir semuanya memiliki seluruh platform yang tersedia bagi 
media massa mulai dari stasiun televisi, stasiun radio, koran, majalah, hingga ke media online. 
Terdapat 36 Stasiun televisi, 27 radio, 182 surat kabar, dan 19 media online. Banyaknya media 
massa di Indonesia tersebut sangat berlawanan dengan jumlah pemiliknya. Dalam hal ini, 
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terdapat konglomerasi media, dimana media massa berdiversifikasi kedalam bentuk yang 
berbeda beda. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa dalam medan media massa di Indonesia, 
medium penyebaran informasi kepada publik hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.
 Konglomerasi yang dilakukan oleh para pemilik media membuat masyarakat tidak 
memiliki cukup alternatif informasi. Terlebih, beberapa grup media massa dimiliki oleh 
orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok tertentu. Sehingga, media massa yang ada di 
Indonesia sangat rentan digunakan untuk kepentingan kelompok. Penggunaan media massa 
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tentu sangat berbahaya setelah melihat penjabaran 
mengenai hubungan yang terjadi antara media massa dan publik. 
 Konglomerasi juga menambah kemungkinan para pemilik media massa untuk 
melakukan hegemoni melalui media yang mereka miliki. Banyaknya cabang bisnis yang 
dimiliki oleh suatu grup media membuat konten dengan kepentingan pemilik terdistribusi di 
saluran yang lebih banyak. Berbagai macam platform yang dimiliki oleh pemilik media massa 
dalam satu grup memungkinkan konten dapat diterima lewat berbagai macam bahasa dengan 
kepentingan yang sama. Ragam bahasa (medium) yang dikuasai oleh pemilik media membuat 
wacana yang muncul di masyarakat dibentuk sedemikian rupa melalui elaborasi dari media 
massa multi platform tersebut.
 Konglomerasi serta penguasaan medium-medium vital informasi publik ini membuat 
masyarakat Indonesia terkepung akan berbagai kepentingan. Informasi- informasi yang 
beredar di publik merupakan informasi yang merepresentasikan kepentingan dari pemilik 
media, sehingga publik tidak memilik alternatif informasi lain yang membebaskan nya dari 
realitas-realitas bentukan pemilik media massa yang berkepentingan. 
 Meskipun demikian, terpaan digital saat ini menjadi ancaman sekaligus peluang baru 
bagi sebagian besar konglomerat media. Jawa Pos Group sebagai media yang tetap bertahan di 
era internet, telah memiliki media cetak yang stabil terlebih dulu—dan punya bisnis non-cetak 
yang relatif kuat, nampaknya perlu mendapat perhatian khusus mengingat Jawa Pos Group 
merupakan satu-satunya bentuk konglomerasi media yang lahir dari daerah dan  mengklaim 
dirinya sebagai “harian nasional yang terbit dari Surabaya”
KERANGKA TEORETIS
Sejarah Jawa Pos
 Jawa Pos didirikan pada 1 Juli 1949 oleh The Chung Shen, staf marketing film teater 
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di Surabaya. Pada awal berdiri Jawa Pos mempunyai nama Java Pos kemudian berganti 
menjadi Djawa Pos dan terakhir bernama Jawa Pos. Koran mengalami naik turun pada masa 
itu. Penurunan mulai terjadi pada akhir 1970. Pada 1982 harian ini hanya mencetak 6.000 
eksemplar per hari. Pelanggan di Surabaya hanya 2000 orang dan peredaran di kota Malang 
tersisa 350 lembar. Oleh karena ini pada 1 April 1982, ia menjual Jawa Pos ke PT Grafiti 
Pers, penerbit majalah Tempo. Eric Samola, presiden direktur PT Grafiti Pers, memilih Dahlan 
Iskan untuk bertanggung jawab atas Jawa Pos. Saat itu, Dahlan Iskan adalah kepala kantor 
redaksi Tempo di Jawa Timur.
Gambar 1
Jawa Pos Media Group
 Di bawah naungan Dahlan Iskan, Jawa Pos tumbuh dengan pesat. Sekarang Jawa Pos 
menjadi salah satu media terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 150 media cetak dan stasiun 
televisi. Eric Samola meninggal dunia pada 2000. Dahlan menganggap Eric bukan hanya 
sebagai penasehat, tetapi juga sebagai ayah baginya. Jawa Pos merupakan harian Indonesia 
pertama yang memenangkan World Press Photo of the Year pada 1996 (Media Profil Jawa Pos, 
2017). 
Persaingan Bisnis Media
 Dalam iklim persaingan, tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli. Atmosfer 
monopoli ini terjadi bisa karena sistem persaingan yang keras sehingga diperlukan pemain 
ekonoi yang kuat. Monopoli media bisa berbentuk dalam beberapa ragam: 1) Duopoli: sebuah 
24 Konvergensi Vol. 01 No 01 Februari 2019
sistem ekonomi yang juga bisa berlaku dalam media ketika hanya terdapat dua pemain utama 
yang menguasai dan mendominasi 50% pasar. 2) Oligopoli: sebuah sistem ekonomi yang 
juga bisa berlaku dalam industri media ketika terdapat beberapa industri yang menguasai dan 
mendominasi 30% pasar. Dan ke 3) Monopoli: sebuah sistem ekonomi yang memperlihatkan 
satu pemain industri yang mendominasi dan menguasai hampir 90% pasar (Graham dalam 
McQuail, 2000).
 Perspektif ekonomi politik yang melingkupi soal media di Indonesia tidak bisa 
dipisahkan dengan pemahaman kita terhadap proses relasi sosial, khususnya hubungan 
kekuasaan yang bersama-sama dalam interaksinya menentukan aspek produksi, distribusi dan 
konsumsi dari sumber-sumber yang ada (Mosco, 2009: 5)
 Golding dan Murdock (1997: 1-3) menjelaskan ekonomi politik kritikal sebagai 
keseimbangan antara pengusaha kapitalis dan campur tangan publik. Ada empat proses yang 
merupakan inti ekonomi politik kritikal dari sisi budaya, yaitu pertumbuhan media, perluasan 
jangkauan perusahaan, commodification, dan perubahan peranan dari negara serta campur 
tangan pemerintah yang masing-masing dianalisis dalam commodification, spatialization, dan 
structuration. 
 Dalam kaitannya dengan bidang komunikasi, adanya ekonomi politik media. Lebih 
jelas Mosco (2009: 14—212) mengatakan tiga hal yang dapat mempeharuhi ekonomi politik 
media, yaitu: 1) Komodifikasi yang berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa 
dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Proses 
transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, dalam media massa selalu melibatkan para 
awak media, khalayak pembaca, pasar, dan negara apabila masing-masing di antaranya 
mempunyai kepentingan. 2) Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling 
tepat dikatakan sebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat 
dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui 
bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media. Ukuran badan usaha media dapat bersifat 
horizontal maupun vertikal. Horizontal artinya bahwa bentuk badan usaha media tersebut 
adalah bentuk-bentuk konglomerasi atau monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat vertikal 
adalah proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yangdilakukan 
dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh kontrol dalam 
produksi media. Dan ke 3). Strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, 
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proses sosial, dan praktik sosial dalam analisa struktur. Strukturasi merupakan interaksi 
interdependensi antara agen dengan struktur sosial yang melingkupinya. 
METODE PENELITIAN
 Mulyana (2003 : 145) menyatakan bahwa metodologi penelitian adalah proses, 
prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. 
Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji sebuah topik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.   Menurut Cresswell (2002 
: 1), Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau 
masalah manusia, berdasarkan penggambaran holistik atas masalah tersebut yang dibentuk 
dengan kata-kata, melaporkan dengan terperinci sesuai sudut pandang informan, dan disusun 
dalam latar ilmiah. Istilah deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 
yang ada dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 
perbedaan antara fenomena yang satu dengan  fenomena lainnya. Paramita (2015), Penelitian 
kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode 
statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan-
bahan mentah yang digunakan untuk analisis kualitatif. Penelitian sosial dengan pendekatan 
kualitatif memiliki relasi dengan analisis data visual dan data verbal yang merefleksikan 
pengalaman sehari-hari. Ciri lain penelitian ini adalah titik beratnya pada observasi dan 
suasana alamiah (naturalistik setting). Penelitan ini juga bukan menjabarkan (analitis), tetapi 
juga memadukan (sintetis). Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi  juga organisasi. Salah 
satu kegunaan penelitian ini adalah sangat berguna dalam melahirkan atau  menciptakan teori-
teori tentatif. Barangkali disinilah letak perbedaan  mendasar metode deskriptif kualitatif 
dibandingkan metode lainnya. Metode deskriptif tidak menguji teori, melainkan mencari teori. 
Seringkali penelitian deskriptif timbul karena suatu peristiwa yang menarik perhatian peneliti, 
tetapi belum ada kerangka teoritis yang dapat menjelaskannya. Penelitian deskriftif kualitatif 
memerlukan kualifikasi-kualifikasi yang memadai. Pertama, peneliti harus memiliki sifat 
reseptif. Ia harus selalu mencari, bukan menguji, Kedua, ia harus memiliki kekuatan integratif, 
kekuatan untuk memadukan berbagai macam informasi yang diterimanya menjadi satu kesatuan 
penafsiran yang tepat. Jadi penelitian deskriftif kualitatif ini bukan saja menjabarkan, tetapi 
juga memadukan. Bukan saja klasifikasi, tetapi juga organisasi, maksudnya data tersebut tidak 
hanya dipaparkan secara gamblang namun dipadukan disangkutpautkan dengan data lain yang 
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berhubungan sehingga menjadi suatu temuan lapangan yang dapat menggambarkan secara 
jelas fenomena yang diteliti. (Nugraha dan Romli, 2012 : 12). Adapun teknik pengumpulan 
data melalui pendekatan studi literatur, menelusuri berbagai sumber bacaan seperti buku dan 
jurnal-jurnal ilmiah, data yang didapatkan inilah yang akan menjadi pisau analisis penulis 
dalam mengkaji  mengenai strategi bisnis media Jawa Pos Group dalam menghadapi persaingan 
di era digital. 
PEMBAHASAN
Jawa Pos: Konsentrasi Media Cetak
 Konsentrasi media telah menjadi topik bahasan banyak karya akademis mengenai, 
kekuasaaan, dan pengaruhnya (seperti karya-karya Ben Bagdikian, Noam Chomsky dan 
Edward Herman, Robert McChesney serta lainnya). Mereka menelaah integrasi bertikal 
konglomerat media dan menyediakan model penting bagi kita untuk meneliti kepemilikan 
media, keberagaman, dan struktur kekuasaan. Temuan mereka serupa yaitu: media arus utama 
didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan kuat. Dalam mengkaji konsentrasi pasar, 
kajian-kajian tersebut membahas isu-isu terkait konsentrasi media, homogenitas, sentralisasi, 
keberagaman, dan kebebasan pers di negara yang lanskapnya didominasi oleh media yang 
konvergen. Seperti ditulis oleh Dwyer, berita konvergen “adalah bidang yang memerlukan riset 
empiris sistematis dalam berbagai perbandingan latar belakang” dan memiliki “konsekuensi 
serus bagi konstruksi semua keberagaman sosial dan budaya”.
 Dalam karya-karya akademik di Indonesia, meningkatnya konglomerasi industri 
media di Indonesia baru dibahas pada dekade kedua abad ke-21, dan bahkan pada saat itu pun 
penelitiannya masih sangat minim. Merlyna Lim menjadi pionir melalui pemetaannya yang 
sangat baik pada 2011 yang menyebut bahwa tiga belas kelompok media mengontrol semua 
saham baik televisi komersial nasional, memiliki lima dari enam surat kabar dengan sirkulasi 
tertinggi, empat situs media daring terpopuler, sebagian besar jaringan radio, dan “jumlah 
yang signifikan” atas sebagian besar jaringan televisi lokal. “Selama bertahun-tahun,” Lim 
mengingatkan, “media Indonesia kembali berbisnis”. Kepentingan korporasi mengambil alih 
dan terus mendominasi lanskap media di Indonesia saat ini. Pada 2012, Ignatius Haryanto 
mengamati bahwa media cetak kian berada di tangan sekelompok kecil orang. Ia mengatakan 
bahwa “sembilan kelompok bisnis mengendalikan separuh media cetak di Indonesia” dan 
bahwa para pemilik media “melihat media sebagai pasar belaka.” Yanuar Nugroho dkk 
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menyimpulkan pada 2012 juga bahwa “dua belas kelompok media besar mengontrol hampir 
semua kanal media Indonesia, termasuk penyiaran, media cetak, dan media daring”, yang 
menurut mereka berarti industri ini didorong oleh “kepentingan kapitalis”. 
 Seperti dijelaskan sebelumnya, Jawa Pos Group membangun konglomerasi media 
cetak yang tangguh dan membuat perusahaan mampu menciptakan 165 kora lokal di seluruh 
Indonesia pada awal 2010. Harian Jawa Pos mendominasi media cetak di Jawa Timur yang 
sejak keberangkatan Dahlan Iskan ke Jakarta pada 2006 yang dipimpin oleh anaknya, Azrul 
Ananda. Satu-satunya kegagalan Jawa Pos Group yang paling menonjol adalah ahrian Indo 
Pos di Jakarta yang tidak mampu bersaing dengan Kompas dan harian-harian lain yang sudah 
lebih mapan di ibu kota. Perusahaan telah menjadi konglomerasi yang tangguh karena berfokus 
kepada daerah. Seperti kata Dahlan Iskan, “Kami membangun modal kecil, stasiun-stasiun 
lokal  itu pelan tapi pasti.”
 Dalam merespons berbagai perubahan yang dihadirkan oleh digitalisasi, Jawa Pos 
Group menjadi konglomerat multiplatform dengan membentuk Jawa Pos News Network 
(JPNN). Jaringan ini mulai merambah ke televisi dan radio sejak 2002, dan pada 2009 telah 
memiliki 15 stasiun televisi lokal. “Pada 2014, jumlah ini naik menjadi 22 di bawah perusahaan 
induk baru Jawa Pos Media Corporation, yang meliputi beberapa perusahaan media lokal di 
beberapa provinsi seperti kelompok Fajar Media di Makassar. Dahlan Iskan berinvestasi pada 
pembangkit listrik di Kalimantan dan Jawa Timur, dan pada 2008 mendirikan perusahaan 
Fangbian Iskan Corporindo yang melihat telekomunikasi sebagai “bisnis masa depan” dan 
penting untuk mendukung konten media yang diproduksi oleh Jawa Pos Group. Pada 2009, 
perusahaan tersebut memenangkan kontrak untuk membangun “jaringan kabel bawah laut 
lintas Asia” yang “memberdayakan rakyat Indonesia untuk terhubung dengan masyarakat 
global dan semakin memperkaya penggunaan komunikasi digital. 
 Menurunnya sirkulasi dan pendapatan iklan untuk media cetak di Indonesia sama 
artinya dengan Jawa Pos menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dahlan Iskan mengatakan: 
“Surat kabar masih akan bertahan sedikit lebih lama, tetapi saya prediksi di masa 
depan nanti satu suratkabar untuk satu kota.”
 Sejauh mana JPNN dapat bersaing dengan kompetitornya dan menjadi konglomerat 
media terkemuka masih harus dilihat, tetapi untuk saat ini banyak suratkabar mereka di 
berbagai daerah sangat bergantung pada pendapatan iklan dari pemerintah daerah, dan beredar 
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di daerah yang tingkat penetrasi internetnya rendah. Jika kedua faktor ini berubah, Jawa Pos 
Group tidak dapat mengandalkan pendapatan dari stasiun-stasiun televisi atau radionya yang 
lebih kecil. 
Digitalisasi: Peluang dan Tantangan Melanggengkan Hegemoni
 Hegemoni adalah konsep yan dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Antonio Gramsci 
adalah seorang aktivis Partai Komunis di Italia yang kerap menulis soal bagaimana Negara 
menggunakan kekuasaannya untuk dapat menguasai kelompok sosial tertentu. Karena 
aktivisme politiknya yang radikal di masa pemerintahan fasis Mussolini, Antonio Gramsci 
kerap keluar masuk penjara. Ketika di Penjara, dia menulis satu buku yang berjudul Prison 
Notebooks. Dalam buku tersebut, Gramsci membahas mengenai cara cara rezim Mussolini 
dalam menguasai rakyat Italia. Konsepsi hegemoni ini kemudian banya dipakai dalam kajian 
media, terutama membahas mengenai bagaimana media bekerja dalam membentuk pola-pola 
hidup dari masyarakat.
 Hegemoni adalah cara-cara penguasaan secara tidak terlihat. Penguasaan ini tidak 
hanya dalam konteks politik, namun dalam konteks media, hegemoni juga digunakan untuk 
melihat cara-cara media menguasai dan mendefinisikan realitas (Burton, 1999).
 Hegemoni menurut Gramsci bekerja di dalam konsensus, bagaimana suatu ide dapat 
disepakati secara utuh oleh masyarakat melalui cara-cara yang dipakai oleh kekuasaan. Dalam 
Konsep Gramsci, media massa diinterpretasikan sebagai instrumen untuk meyebarluaskan 
dan memperkuat hegemoni dominan (Stillo, 1999) Hal ini memperkuat asumsi bahwa media 
massa dengan hegemoni yang dilakukannya mampu menciptakan konstruksi baru akan suatu 
realitas.
 Hegemoni Jawa Pos Group saat ini—sebagai grup media cetak terbesar—di Indonesia 
nampaknya mengalami tantangan serius seiring dengan adanya ancaman baru di era digital. 
Peralihan pembaca menuju online readers bukan lagi suatu wacana ataupun ilusi yang sulit 
untuk dibuktikan. Penurunan oplah di beberapa perusahaan koran menjadi bukti kuat adanya 
keterpurukan bisnis media cetak yang terjadi secara merata. Dahlan Iskan, mengatakan ada 
tiga faktor yang berkontribusi besar terhadap penurunan oplah di beberapa media cetak pada 
saat ini. Ketiga faktor tersebut adalah kesalahan manajerial, kualitas rendah redaksi, dan 
kenaikan harga kertas.
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Sumber: Q2 Report Jawa Pos (Nielsen)
Gambar 2
Grafik Pembaca Jawa Pos dan Kompas (Q2 2018)
 Pertama, Dahlan Iskan mengatakan masalah paling utama yang dihadapi oleh media 
cetak pada saat ini adalah kegagalan manajerial. Ia memaparkan kegagalan manajerial ini 
mencakup ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia, jenjang karier karyawan, 
penghasilan, keuangan, dan apresiasi terhadap karyawan. 
 Ia memberi contoh salah satu koran di Indonesia yang mengalami kegagalan manajerial 
karena tidak mengangkat karier salah satu anggota redaksi yang memiliki kualitas, semangat, 
dan etos kerja sangat tinggi. Justru, koran tersebut menyerahkan kursi kepemimpinan kepada 
orang lain yang memiliki kompetensi lebih rendah. Alhasil, koran tersebut mengalami 
penurunan oplah pada dua tahun setelahnya.
“Kalau kesalahan manajerial ini terjadi di surat kabar maka akan sangat terasa. Karena 
kualitas redaksional menurun, etos kerja di lapangan menurun, dan semangat menurun. 
Memang penurunan tidak spontan, tetapi sangat pelan. Ini justru yang berbahaya 
karena penyebab penurunan tidak termonitor oleh manajemen tertinggi,” paparnya
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 Kedua, Dahlan mengatakan pihak redaksi akan terkena imbas yang menyebabkan 
kualitas tulisan menurun. Padahal, media cetak sangat bertumpu pada kemampuan jurnalis 
mengolah kata. Apalagi, saat ini media cetak harus bersaing dengan media online yang 
memiliki keunggulan dari sisi kecepatan dan multimedia. Saat ini media cetak khususnya koran 
ditantang untuk menciptakan tulisan yang mampu dinanti-nantikan oleh pembaca. Media cetak 
juga harus berani memproklamirkan diri sebagai media dengan kasta tertinggi di jurnalistik. 
Syaratnya, kualitas penulisan dan penyajian konten di koran harus mereprensentasikan diri 
sebagai pemegang kasta tertinggi di jurnalistik.
 Ketiga, faktor yang juga memberatkan industri media cetak adalah kenaikan harga 
kertas. Dahlan memprediksi harga kertas akan terus naik karena bahan baku pembuatan kertas 
yang semakin sulit didapat. Khusus kertas koran, ia mengatakan kertas tersebut dibuat dari 
koran bekas. Sayangnya, koran bekas semakin sulit didapat karena memang penjualan koran 
semakin menurun.
Sumber: Q2 Report Jawa Pos (Nielsen)
Gambar 3
Top Daily Newspaper-11 Cities (Nielsen)
 Seiring dengan semakin lemahnya penetrasi surat kabar—ditinjau dari berkurangnya 
oplah—dewasa ini. Akan tetapi, menurut Lim (2012) Media cetak adalah jantung dari lanskap 
konten Indonesia, terutama dalam produksi berita. Sen & Hill (2000) berpendapat bahwa 
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“meskipun menjangkau pembaca yang jauh lebih kecil daripada audiens media elektronik, 
masih ada pers yang sangat menentukan apa itu berita.” Sampai tingkat tertentu, asumsi ini 
masih berlaku. Namun, di era media sosial, wartawan cetak semakin bergantung pada blogger 
dan tweeps terkemuka (pengguna Twitter) sebagai sumber cerita mereka. Lim (2012) dalam 
“The League of Thirteen” (Mapping Media Concentration in Indonesia) menyatakan: 
“Tidak hanya mendistribusikan informasi, media cetak juga menyediakan forum 
untuk pertukaran wacana tentang masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi. 
Menjadi media tertua bagi konsumen yang ‘melek’, cetak memiliki kemampuan untuk 
‘mengatur agenda politik’ lebih dari jenis media lain di Indonesia. “
 Sebagai aturan praktis, pembaca surat kabar jauh lebih kritis dan lebih aktif secara 
politik daripada rekan-rekan elektronik. Kombinasi faktor-faktor pembaca dan dominasi 
industri surat kabar oleh penerbit veteran seperti Kompas, Jawa Pos, dan Tempo, membuat 
konten koran di Indonesia jauh lebih berkualitas daripada media lain. Sembari melihat adanya 
sisi buruk dari dominasi mereka, bersama-sama ketiga penerbit ini menghasilkan informasi 
yang memadai di tingkat nasional dan provinsi, serta dalam jurnalisme investigatif. Dalam 
banyak hal, media cetak ini mewakili pers Indonesia secara umum dalam tiga cara, termasuk 
“pelaporan berimbang” (Kompas), “pelaporan agresif” (Jawa Pos) dan “laporan investigatif” 
(Tempo).
Ekonomi Politik Media Jawa Pos Grup
 Berdasarkan temuan, ekonomi politik media Jawa Pos Grup pun bersandar pada pasar 
dan nonpasar. Menurut Baker (2004: 73) kombinasi pasar dan penyediaan nonpasar memiliki 
dua alasan yaitu:
“pertama, signifikansi dalam meyakinkan media berpikiran independen dan mencegah 
sensor nasihat  dalam mendukung berbagai bentuk media yang berbeda 
penciptaan dan distribusi; kedua, produk media melayani berbeda fungsi: mendidik, 
menginformasikan partisipasi politik, menyulut energi partisipasi masyarakat dan 
politik, menyediakan sebuah forum untuk debat publik dan dialog. Sehingga isi media 
mempengaruhi pejabat publik langsung tetapi juga secara tidak langsung melalui 
mempengaruhi pandangan atau pendapat warga, dan membantu menciptakan dan 
memberikan bagian penting dari budaya di mana orang hidup. Namun media juga 
melayani fungsi lainnya yaitu menghibur dan mengalihkan. Media mempromosikan 
pribadi konsumsi produk komersial dan memberikan informasi yang relevan untuk 
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kegiatan konsumtif pribadi orang-orang dan daftar ini bisa terus berlanjut. Sebuah 
ukuran pasar preferensi mungkin sangat tepat untuk konten media yang terutama 
melayani fungsi hiburan dan tidak ada alasan yang sah untuk mencegah orang dari 
menerima (baik harga) media yang pasar akan menyediakan.” 
Gambar 4
Konsentrasi Media Jawa Pos Group
 Dari argumentasi Baker tersebut, terlihat jelas bahwa segmentasi media Jawa Pos 
Grup secara ekonomi adalah pasar dan nonpasar di mana fungsi media juga berhubungan 
dengan masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Peran ganda yang dimainkan oleh media 
massa adalah memiliki kemampuan sebagai alat kekuasaan, instrumen elit untuk menyebarkan 
ideologi dominan (Barrat, 1994: 51-52). Media mampu menarik dan mengarahkan 
perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberikan status dan 
mendefinisikan legitimasi serta mendefinisikan realitas (McQuail, 1987). Media juga menjadi 
alat propaganda negara (Herman dan Chomsky, 1988; Chomsky 1989 dalam Kellner, 2010: 
290-291) dan media juga menjadi jaringan komersial yang mencari rating dan keuntungan 
(Kellner, 2010: 291).
 Penulis lebih mengkhawatirkan lagi pengaruh yang ditampilkan media massa—
khususnya yang terkonsentrasi—seperti Jawa Pos Group sekarang ini telah mengarah dalam 
membentuk opini di masyarakat. Pembentukan opini tersebut dilakukan oleh media melalui 
berita yang disampaikannya dengan kecenderungan tertentu untuk menarik atensi penguasa 
dan pengiklan. 
Era Digital: Lansekap Baru Oligopolistik Jawa Pos Group
 Di era digital, perusahaan seperti Jawa Pos Group percaya mereka perlu memiliki 
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portofolio multiplatform karena memungkinkan promosi lintas platform (bundling), yang 
akan memudahkan mereka merayu pengiklan dibanding perusahaan yang hanya memiliki 
satu platform di pasar media. Strategi ini tidak niscaya baru. Sebelum digitalisasi, hal itu 
disebut sebagai konten iklan “sinergis”. Namun fragmentasi internet telah meningkatkan 
pentingnya strategi promosi silang agar bisa berada di garis depan penjualan iklan. Seperti 
yang kita tahu, kebayakan konglomerat digital megadopsi model untuk menghubungkan situs 
berita mereka dengan situs-situs lain yang dikunjungi orang di internet, termasuk permainan, 
perjalanan, manajemen acara, perumahan, bursa kerja, dan yang terpenting, e-commerce. Oleh 
para ekskutif Jawa Pos Group, hal ini digambarkan sebagai perluasan “jangkauan digital” 
perusahaan. 
 Digitalisasi juga memungkinkan operasi media multiplatform berinvestasi di 
perusahaan penyedia jaringan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan media besar menjadi 
semakin besar. Delapan konglomerat media—di mana salah satunya Jawa Pos Group—yang 
dapat dikatakan multiplatform dan memiliki investasi di bidang infrastruktur dan bidang 
komunikasi.  Pada 2011, Merlyna Lim menyebut dua belas perusahaan besar mendominasi 
pasar. Pada 2012, Ignatius Haryanto menyebut sembilan perusahaan. Meskipun model 
bisnis antarperusahaan mengandung beberapa perbedaan dan masing-masingnya memiliki 
tingkat kesuksesan finansial yang beragam, penulis berangggapan bahwa saat ini Jawa Pos 
Group merupakan salah satu dari delapan pemain besar dalam panggung media arus utama 
di Indonesia. Oleh sebab itu, meningkatnya konglomerasi dalam industri media saat ini di 
Indonesia menghasilkan pasar media arus utama yang oligopolistik. 
 Para eksekutif  media menyebut bahwa bisnis media yang secara finansial terjamin akan 
menghasilkan konten yang kualitasnya lebih baik. Dahlan Iskan dalam salah satu kesempatan 
menyebutnya dengan, “Good News is Good Bussiness, and Good Bussiness is Good News”. 
Akan tetapi, dalam pengamatan penulis—terdapat kekhawatiran yang mendalam—bahwa 
konsentrasi kepemilikan media akan membatasi keberagaman konten. Penulis berpendapat 
bahwa perusahaan media mengupayakan kontrol monopolistik atas sumber daya yang 
terbatas seperti jaringan transmisi, dan dengan membatasi akses, mereka dapat dengan mudah 
mengendalikan atau membatasi ketersediaan produk atau layanan media lainnya, bahkan 
dalam pasar yang semestinya kompetitif. Konsentrasi jelas telah membuat para konglomerat 
media (media mogul) mendominasi pasar dan membuahkan lanskap media yang semakin 
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oligopolistik. 
 Meskipun demikian, digitalisasi lebih menguntungkan pertumbuhan perusahaan-
perusahaan yang ada di ibu kota Jakarta, tempat tinggal bagi sekitar 10 juta orang (atau 30 juta 
jika kota-kota di sekitarnya diikutsertakan). Sebagian besar perusahaan media memiliki kantor 
pusat di Jakarta, dan di Jakarta pula para pemilik media bertempat tinggal dan sebagian besar 
keputusan bisnis dibuat, berbeda dengan Jawa Pos Group yang berpusat di Surabaya. Jawa 
Pos Group mengklaim dirinya sebagai media nasional yang tumbuh dari daerah. Hal ini tentu 
menjadi alternatif baru bagi sebagian besar media yang semakin lama semakin Jakarta-sentris, 
dengan memakai model produksi berita yang terpusat. 
 Digitalisasi memungkinkan model pengumpulan berita dan penyebarannya yang 
semakin efisien antara konglomerasi digital yang lebih besar di Jakarta dengan mitra-mitra di 
daerah yang lebih kecil. Jawa Pos berusaha membalikkan keadaan ini dengan mengandalkan 
berita atau konten-konten lokal (daerah) untuk menopang pemberitaan nasional. Meskipun 
begitu, konglomerasi Jawa Pos Group yang notabene—sangat besar—di daerah ini terjadi 
terutama dengan pencaplokan perusahaan media lokal yang sedang collapse. Sebagai model 
perusahaan bisnis cetak dengan banyak cabang lokal, Jawa Pos cukup mengancam salah satu 
koran daerah yang independen seperti Pikiran Rakyat—yang dulu merupakan koran satu-
satunya di Bandung—menghadapi sirkulasi yang terus menurun dan persaingan serus dari 
Radar Bandung dan Bandung Ekspres (Jawa Pos Group) serta Tribun Jabar (Kompas Group). 
Meskipun begitu, Pikiran Rakyat sudah didekati oleh konglomerat digital yang tertarik untuk 
mendapatkan perusahaan tersebut (yang mencakup izin radio PRFM). Penulis menyadari 
bahwa model bisnis konglomerat digital memungkinkan media lokal berdiri di provinsi-
provinsi yang tanpa dukungan perusahaan induknya itu mereka mungkin tidak akan pernah 
ada. 
David Hill (2007) berpendapat bahwa banyak media lokal di Indonesia, “ulet dan 
terlibat dengan masyarakatnya, kendati secara finansial lemah,” tetapi mereka memberi 
“sumbangsih berharga” dalam proses serta pertumbuhan demokrasi yang kuat dan 
sehat. 
 Misalnya, keberhasilan Jawa Pos Group dalam membantu berdirinya surat kabar lokal 
yang kredibel seperti Lombok Pos, Ambon Ekspress, dan Cendrawasih Pos. Surat kabar-surat 
kabar ini menulis artikel-artikel yang menjaga transparansi pemerintahan dan memungkinkan 
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berita atau informasi yang penting dan kredibel diproduksi secara lokal. 
 Akan tetapi, berbeda dengan kasus televisi lokal Jawa Pos Group, konten lokal tidak 
lagi serta merta akan diproduksi secara reguler. Konglomerasi yang berbasis di kota besar 
menggunakan digitalisasi untuk menghubungkan wilayah lokal dengan konten nasional 
mereka. Dalam hal ini, cara tersebut memungkinkan mereka mengakali regulasi yang tidak 
mengizinkan adanya stasiun televisi dengan cakupan nasional, seperti UU penyiaran No. 32 
tahun 2002, yang mengamanatkan pembentukan sistem siaran jaringan (SSJ), sehingga stasiun 
televisi nasional terpaksa membatasi jangkauannya. 
 Barangkali dampak terbesar dari kebangkitan konglomerat digital adalah merosotnya 
raja-raja media “daerah”. Pada 2011, profesor kajian media di Universitas Airlangga, Rachma 
Ida, menyebut Dahlan Iskan (Jawa Pos Group) dan Satria Naradha (Bali Post Group) sebagai 
“raja daerah”. Seperti yang telah diulas sebelumnya, Dahlan pindah ke Jakarta sebagai bagian 
dari elite politik, bergabung dengan Partai Demokrat yang diketuai oleh Presiden SBY dan 
akhirnya menjadi menteri di pemerintahannya. JPNN milik Dahlan Iskan tumbuh dari “raja 
daerah” menjadi konglomerat digital nasional. “Raja Daerah” kedua, Bali Post Group milik 
kelaurga Hindu-Bali Naradha sudah lama mendominasi lanskapmedia di Pulau Bali. Namun 
dominasi ini ditantang oleh konglomerat Jakarta yang mulai memasuki pasar daerah. Koran 
Bali Pos menghadapi persaingan sengit dari konglomerat Jawa Pos (Radar Bali) dan Kompas 
Group (Tribun Bali). 
 Keuntungan BaliTV menurun dan mereka menyewa satelit dari Indosat untuk siaran. 
Naradha mengklaim bahwa “kami harus melawan perusahaan-perusahaan besar ini” karena 
acara-acara mereka yang Jakarta-sentris hanya akan menyertakan “sepuluh sampai dua 
puluh persen” konten lokal. Menurutnya, itu tidak memenuhi kepentingan penonton Hindu-
Bali. Gambaran yang lebih jelas dari kesulitan yang dihadapi dalam bersaing dengan media 
nasional adalah perlunya ia membentuk aliansi dengan sesama pemilik media lokal. Pada 
2002, Naradhna dan para pemilik media lokal membentuk Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 
(ATVLI) untuk menantang dominasi lembaga penyiaran nasional berbasis di Jakarta. ATVLI 
dalam beberapa hal sukses menghambat ambisi konglomerat nasional, tetapi pengaruh “raja-
raja daerah” mengalami penurunan. 
 Bagian ini telah menunjukkan bagaimana media independen di daerah atau media 
yang punya spesialisasi khusus mengalami penurunan di era digital. Simpulan ini membawa 
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kita ke pertanyaan selanjutnya: adakah yang mampu menentang dominasi pasar konglomerat-
konglomerat digital di Indonesia? Sejauh ini, tampaknya satu-satunya alternatif yang mungkin 
dilakukan di industri media arus utama adalah para pemain baru yang meniru model bisnis 
konglomerat digital di Indonesia? Sejauh ini, tampaknya satu-satunya alternatif yang mungkin 
dilakukan oleh Jawa Pos Group adalah meniru model bisnis konglomerat digital (situs website). 
Sebagai salah satu media terbesar, Jawa Pos memiliki dana korporat besaridi belakangnya dan 
sudah merintis konglomerat digitalnya melalui televisi. 
PENUTUP
 Penelitian ini menunjukkan bahwa konglomerasi dan konsentrasi merupakan 
keniscayaan bagi berlangsungnya bisnis media di Jawa Pos Group, di mana hal ini merupakan 
modal utama bagi perusahaan media dalam menghadapi tantangan baru di era digital. Jawa 
Pos Group menyadari bahwa bisnis media yang berkelanjutan dan menguntungkan harus bisa 
menyediakan berita dalam saluran multiplatform, berinvestasi di infrastruktur komunikasi, 
dan memperluas jangkauan pemirsanya secara nasional. Jawa Pos Group saat ini telah 
bertransformasi menjadi salah satu konglomerat digital di Indonesia yang juga diuntungkan 
oleh perangkat peraturan neoliberal dan pro-pasar bebas yang memungkinkan perusahaan 
menjadi penyedia konten sekaligus jaringan. 
 Teknologi digital telah menciptakan sebuah model bisnis baru bagi sebagian besar 
media arus utama di Indonesia, tak terkecuali Jawa Pos Group. Penulis menyebut model ini 
sebagai “konglomerat digital”. Saat perusahaan-perusahaan media besar berkembang menjadi 
konglomerat digital, banyak perusahaan media profesional yang lebih kecil berhadapan 
dengan pilihan yang sulit: menjadi bagian dari konglomerat digital atau berisiko tutup. Pesaing 
lain yang tidak memiliki infrastruktur memadai khawatir bahwa memiliki konten penting dan 
khusus tampaknya tidak lagi cukup untuk memungkinkan mereka bertahan. Terlepas dari 
potensi digitalisasi untuk mewujudkan keanekaragaman yang lebih besar, media industrialis 
justru tetap menjadi model bisnis yang dominan pada awal abad ke-21. 
 Tulisan ini menyimpulkan bahwa model bisnis Jawa Pos Group yang awalnya 
merupakan kerajaan media cetak nomor satu di Indonesia, mulai beralih menjadi model 
bisnis konglomerat digital—dengan 134 situs lebih ini—menjadi perusahaan multiplatform 
nasional yang konten beritanya menjadi terpusat dan homogen di masing-masing perusahaan. 
Strategi permainan Jawa Pos Group merebut sebagian besar pangsa pemirsa media arus utama 
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Indonesia (local audience) di sebanyak mungkin platform (koran daerah, TV lokal, radio, dan 
situs berita daerah), serta membangun ekosistem yang menghubungkan media, bisnis daring, 
dan infrastruktur komunikasi. Hal ini  sejatinya menunjukkan bahwa Jawa Pos Group akan 
tetap mampu menguasai pangsa pasar media baru—melalui konglomerasi digital—di tengah 
ancaman era digital seperti sekarang ini.  
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